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LONJAKAN KASUS DI LUAR JAWA-BALI

15 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Darurat

Sesuai arahan Presiden, Pem-

berlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM) Darurat di-

berlakukan di luar Jawa dan Bali

berdasarkan sejumlah parameter.

Adapun PPKM Darurat ini dite-

tapkan 15 kabupaten/kota di luar

Jawa-Bali yang menerapkan PP-

KM Darurat," kata Airlangga Har-

tarto dalam jumpa pers virtual di

Jakarta, Jumat (9/7).

Sedangkan ke-15 kabupaten/ko-

ta tersebut yakni Kota Tanjung Pi-

nang, Kota Singkawang, Kota Pa-

dang Panjang, Kota Balikpapan,

Kota Bandar Lampung, Kota Pon-

tianak, Kabupaten Manokwari,

Kota Sorong, Kota Batam, Kota

Bontang, Kota Bukittinggi, Kabu-

paten Berau, Kota Padang, Kota

Mataram, Kota Medan.

Dikatakan Airlangga, yang men-

jadi parameter penetapan kabupa-

ten/kota di luar Jawa-Bali yang

menerapkan PPKM Darurat yakni

level asesmen 4, BOR 65 persen,

kasus aktif meningkat signifikan

serta pencapaian vaksinasi kurang

50 persen. Secara nasional per 8

Juli 2021 terjadi peningkatan yang

cukup signifikan dibandingkan

minggu sebelumnya, untuk kasus

konfirmasi harian naik 43,97 per-

sen, jumlah kematian naik 56,43

persen, jumlah rawat inap naik

13,71 persen.

Secara nasional kasus aktif per 8

Juli 2021 sebanyak 359.455 kasus,

dengan kontribusi kasus aktif dari

Jawa-Bali 76,98 persen dan luar

Jawa-Bali 23,02 persen. Berdasar-

kan asesmen situasi pandemi, jum-

lah kabupaten/kota yang berada

pada level 4 di luar Jawa-Bali terus

mengalami peningkatan. Pada 1

Juli 2021 30 kabupaten/kota, 5 Juli

43 kabupaten/kota, 8 Juli 51 kabu-

paten/kota.

Jumlah kasus aktif di luar Jawa-

Bali mengalami peningkatan pada

27 Juni 50.513 kasus. 5 Juli 67.891

kasus, dan 8 Juli 82.711 kasus

(naik 63,74 persen). Adapun BOR

di luar Jawa-Bali mengalami pe-

ningkatan, per 8 Juli 2021 provinsi

di luar Jawa Bali yang tertinggi

Lampung (82 persen) dan Kaltim

(80 persen), Papua Barat (79 per-

sen), Kepri (77 persen), Kalbar (68

persen) dan Sumbar (67 persen).  

Airlangga juga mengatakan,

Pemerintah memperkuat 3T atau

testing, tracing, treatment bagi da-

erah PPKM Darurat 15 kabupa-

ten/kota di luar Jawa dan Bali.

Selain itu, Pemerintah segera

memberikan bantuan beras se-

banyak 10 kg untuk 10 juta Ke-

luarga Penerima Manfaat (KPM)

Program Keluarga Harapan (PKH)

dan 10 juta KPM Program Ban-

tuan Sosial Tunai (BST) dalam

pelaksanaan PPKM Darurat.

Pemerintah juga akan memberi-

kan Bantuan Produktif Usaha

Mikro (BPUM) Rp 1,2 juta untuk 3

juta usaha mikro (Kementerian

Koperasi dan UMKM) diprioritas-

kan untuk daerah yang member-

lakukan PPKM Darurat. (Lmg)-d

KEMENHUB TERBITKAN PERUBAHAN SE

Perjalanan di Kawasan Aglomerasi Diperketat
JAKARTA (KR) - Kementerian

Perhubungan (Kemenhub) mener-

bitkan perubahan dua Surat Edaran

(SE) dalam rangka memperketat per-

jalanan menggunakan transportasi

umum dan pribadi di masa Pember-

lakuan Pembatasan Kegiatan Ma-

syarakat (PPKM) Darurat. 

Tujuan perubahan SE ini untuk

menekan perjalanan orang dengan

transportasi darat, penyeberangan,

dan perkeretaapian, khususnya di

kawasan aglomerasi, dalam rangka

membantu menurunkan kasus hari-

an Covid-19.

"Dari evaluasi yang kami lakukan

hingga hari ke-5 pelaksanaan PPKM

Darurat, tingkat penurunan mobili-

tas di kawasan aglomerasi yaitu di

Jabodetabek dan di Jakarta, masih di

bawah angka 30 persen dibanding-

kan masa sebelum PPKM Darurat,

baik itu untuk angkutan bus, KRL

komuter, dan kendaraan pribadi," ka-

ta Juru Bicara Kemenhub Adita

Irawati di Jakarta, Jumat (9/7).

Adita menjelaskan, untuk menu-

runkan angka kasus harian Covid-

19, diperlukan penurunan tingkat

pergerakan/mobilitas masyarakat

paling minimal 30 persen sampai 50

persen. "Perubahan SE ini merupa-

kan hasil dari rapat koordinasi yang

dipimpin Menhub bersama Kakor-

lantas, Dinas Perhubungan se-Jabo-

detabek, Satgas Penanganan Covid-

19, terkait pengetatan syarat perja-

lanan di kawasan aglomerasi," ka-

tanya.

Menurut Adita, kedua perubahan

SE tersebut ada di sektor perhubung-

an darat dan perkeretaapian. Perta-

ma, SE No 49 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas SE Menhub No 43

Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelak-

sanaan Perjalanan Orang Dalam

Negeri Dengan Transportasi Darat

Pada Masa Pandemi Covid-19. Dan

kedua, SE No 50 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas SE Menhub No 42

tentang Petunjuk Pelaksanaan Per-

jalanan Orang Dalam Negeri Dengan

Transportasi Perkeretaapian Pada

Masa Pandemi Covid-19.

Secara umum ada dua poin pe-

rubahan di dalam SE tersebut, yakni

khusus perjalanan rutin dengan mo-

da transportasi darat (kendaraan

pribadi maupun angkutan umum),

angkutan sungai, danau dan penye-

berangan, dan kereta api komuter,

dalam satu wilayah aglomerasi per-

kotaan, hanya berlaku untuk kepen-

tingan sektor esensial dan kritikal se-

suai ketentuan peraturan perun-

dang-undangan terkait.

Kemudian, perjalanan tersebut

wajib dilengkapi persyaratan doku-

men berupa Surat Tanda Registrasi

Pekerja atau surat keterangan lain-

nya yang dikeluarkan oleh Pemda se-

tempat dan/atau surat tugas yang di-

tandatangani oleh pimpinan perusa-

haan atau pejabat minimal Eselon 2

(untuk pemerintahan) dan berstem-

pel/cap basah atau tandatangan elek-

tronik. "Kedua SE ini berlaku efektif

mulai Senin 12 Juli 2021, untuk

memberikan kesempatan kepada

operator mempersiapkan dan sosiali-

sasi kepada calon penumpang serta

masyarakat," ungkap Adita.

Dalam melaksanakan ketentuan

SE tersebut, seluruh unsur baik Ke-

menhub, Pemda, Satgas Covid-19 di

Pusat dan Daerah, dan operator

transportasi berkoordinasi. (Imd)-f

PRAPERADILAN TERSANGKA TERORIS MAKASSAR

Polri Masih Lakukan Penelusuran ke Densus
JAKARTA (KR) - Mabes Polri menelu-

suri informasi permohonan gugatan pra-

peradilan yang diajukan salah satu ke-

luarga dari terduga teroris Makassar Su-

lawesi Selatan.

"Kami masih menelusuri gugatan itu

benar sudah didaftarkan atau belum. Hal

itu belum dapat laporan resmi dari Den-

sus," kata Kepala Bagian Penerangan

Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Ma-

bes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan,

Jumat (9/7) di Jakarta.

Informasi yang beredar menyebutkan,

Tim Densus 88 Antiteror Polri digugat

praperadilan oleh keluarga tersangka ka-

sus dugaan tindak pidana terorisme Ma-

kassar yang diajukan melalui kuasa hu-

kumnya Lembaga Bantuan Hukum

(LBH) Muslim. 

Sidang praperadilan atas kasus penang-

kapan dua tersangka teroris oleh Densus

88 Antiteror Polri di Pengadilan Negeri

(PN) Makassar Sulawesi Selatan, Rabu

(7/7) akhirnya ditunda pada 21 Juli, kare-

na Densus sebagai termohon tidak hadir

di persidangan.

Menanggapi hal itu, Kombes Ramadhan

mengatakan, ia telah menanyakan peri-

hal gugatan tersebut kepada Densus, na-

mun belum mendapat jawaban. Menurut

Ramadhan, Polri akan merespons gugat-

an tersebut apabila telah mendapat kete-

rangan dari Densus terkait kebenaran gu-

gatan praperadilan tersebut.

"Saya sudah tanyakan kepada Densus,

tetapi belum dapat respons balik. Untuk

menjawab perihal itu, pertama harus di-

tanyakan terlebih dahulu benar ada gu-

gatan praperadilan keluarga tersangka,

apa responsnya harus dari Densus," jawab

Ramadhan.

Saat ditanyakan apakah nama tersang-

ka Muslimin J dan Wahyudin, ada di an-

tara 58 tersangka teroris Villa Biru Mutia-

ra Makassar yang telah dipindahkan ke

Jakarta pada 1 Juli 2021, Ramadhan me-

nyatakan, namanya ada dalam daftar.

Diberitakan sebelumnya, keluarga ter-

sangka kasus dugaan tindak pidana teror-

isme Makassar telah mengajukan gu-

gatan praperadilan atas sah tidak sahnya

penangkapan terhadap tersangka. Tim

Densus 88 Antiteror sebagai pihak tergu-

gat (termohon). (Ant)-f

BANTU PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT KELURAHAN

Warga Inisiatif Bangun Shelter
MENINGKATNYA ka-

sus positif Covid-19 di DIY

membuat warga tergerak

untuk menghidupkan shel-

ter penangan di kam-

pungnya. Harapannya, de-

ngan adanya shelter ini,

warga yang terpapar pe-

nyakit ini bisa tertangani

dengan baik dan menghin-

dari penularan kepada

anggota keluarga atau

warga yang lain.

Tergerak ikut mencegah

penyebaran Covid-19, se-

jumlah RT  di Kelurahan

Warungboto, Kota Yogya-

karta, mendirikan shelter.

Keinginan tersebut kemu-

dian disampaikan kepada

Kelurahan dan kemudian

ditindaklanjuti dengan

membangun sinergi.

Lurah Warungboto, Kota

Yogyakarta, Agus Supra-

tikno mengungkapkan,

keinginan warga ini sangat

positif. Karena keinginan

tersebut, dibangunkan sin-

ergi dengan Ikatan Dokter

Indonesia (IDI) Yogyakarta

agar shelter bisa diwujud-

kan. Sejumlah pihak ikut

mengapresiasi dengan ren-

cana ini, termasuk Sonjo

yang ikut memberikan du-

kungan.

Pihak IDI pun datang ke

lokasi shelter yang disedi-

akan warga, untuk kemudi-

an memberikan arahan.

Termasuk penanganan pa-

sien dalam shelter. "Pada

dasarnya, pendirian shelter

ini inisiatif warga. Dari war-

ga untuk warga. Sehingga

penyiapan logistik berasal

dari warga," ujarnya.

Ketua Satgas Covid-19

IDI DIY, dr Tri Wijaya

mengemukakan, dihidup-

kannya shelter warga ini

patut diapresiasi. Diharap-

kan hal yang sama juga

dilakukan di sejumlah tem-

pat di DIY.  "Shelter ini sa-

ngat membantu dalam

upaya mencegah naiknya

kasus positif Covid-19," ujar

dr Tri.

Dijelaskan, dengan shel-

ter yang dibangun oleh

warga, akan sangat mem-

bantu upaya untuk menu-

runkan penularan Covid-

19. (Jon)-d

Penyalahgunaan Napza Tetap Tinggi 

KORUPSI PENGADAAN BARANG BENCANA PANDEMI

KPK Perpanjang Penahanan 3 Tersangka

JAKARTA (KR) - Selama pandemi Covid-19, penya-

lahgunaan Narkotika dan Zat Aditif Lain (Napza) tetap

tinggi. Oleh karena itu Menteri Sosial (Mensos) Tri

Rismaharini mengajak semua pihak menyelamatkan ge-

nerasi bangsa dari bahaya ini. 

"Menyelamatkan generasi muda tidak hanya di pun-

dak pemerintah, melainkan juga tugas segenap elemen

bangsa, "kata Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan

Penyuluhan Sosial (BP3S) Kemensos Prof Syahabuddin

dalam sambutannya pada 'Virtual One Day Training'

(VODT) dengan tema 'Waspada Penyalahgunaan Nar-

koba di Tengah Pandemi', Jumat (9/7)

Saat ini sebanyak 3,6 juta orang menjadi korban pe-

nyalahgunaan Napza. Dalam kajian Badan Narkotika

Nasional (BNN), angka penyalahgunaan Napza tidak

menunjukkan tanda-tanda melandai di era pandemi

Covid-19, satu tahun terakhir. Sejalan dengan arahan

Mensos, Kemensos melalui para penyuluh sosial bisa

memainkan peran penting mengedukasi masyarakat

tentang bahaya Napza. "Penyuluh sosial memiliki peran

penting dalam penanganan Napza di Indonesia," ka-

tanya.

Ia menyatakan, penyuluh sosial merupakan ujung

tombak dalam penyampaian informasi kepada masyara-

kat terkait bahaya penyelahgunaan Napza. Penyuluh

sosial harus lebih intensif memberikan edukasi dan men-

disimenasi informasi, memberikan layanan responsif

maupun asistensi kepada masyarakat. (Ati)-f

TARGET 225.000 ORANG DI JAWA-BALI

Mendesak, Vaksinasi untuk Disabilitas
JAKARTA (KR) - Untuk mengatasi

pandemi Covid-19, vaksinasi bagi para

penyandang disabilitas mendesak segera

dilakukan. Karenanya, Pemerintah mulai

mencanangkan vaksinasi Covid-19 khu-

sus kalangan disabilitas usia 12-17 tahun.

Menurut Menteri Kesehatan (Menkes)

Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Jumat

(9/7), diperlukan kerja sama antarpihak

untuk mengatasi pandemi Covid-19. Ke-

pada Pemerintah Daerah (Pemda), diha-

rapkan memasukkan kelompok disabili-

tas pada kelompok prioritas mendapat

vaksinasi yang lebih dulu dari sebelum

masyarakat umum. "Dalam perjalanan-

nya sampai sekarang kita sudah melihat

lebih dari 20.000 disabilitas yang sudah

divaksinasi," kata Menkes.

Targetnya ingin segera mungkin bisa

melakukan vaksinasi kepada 225.000 ma-

syarakat penyandang disabilitas di Jawa

dan Bali. Dua wilayah ini menjadi priori-

tas vaksinasi karena Jawa dan Bali ber-

ada di kategori zona merah, yang kenaik-

an kasusnya tertinggi.

"Sekarang kita lagi berjuang hari ke

hari jam kerja menit ke menit untuk me-

mastikan kita bisa menyiapkan fasilitas

vaksinasi melindungi teman-teman disa-

bilitas di Jawa dan Bali," jelasnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad

Riza Patria mengajak berbagai sektor un-

tuk bekerja sama mempercepat vaksinasi.

Hingga saat ini DKI Jakarta sudah berha-

sil memberikan lebih dari 7 juta dosis vak-

sin pertama dan kedua. Targetnya, di

akhir Agustus mencapai 7,5 juta vaksin.

Sedangkan pelaksanaan vaksinasi

Covid-19 bagi kalangan disabilitas saat ini

merupakan upaya percepatan vaksinasi

bagi penyandang disabilitas di Jakarta

dan Jawa Barat dengan jumlah sasaran

vaksinasi 109.520 orang. Setelah Jakarta

dan Jawa Barat akan dilanjutkan di selu-

ruh Jawa-Bali dengan vaksin Sinopharm

sebanyak 225.000 orang.

Sebanyak 500 penyandang disabilitas

dan pendampingnya juga menerima

vaksinasi di Sentra Vaksinasi Smesco, Ja-

karta Selatan. (Ati)-d

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberan-

tasan Korupsi (KPK) memperpanjang ma-

sa penahanan tiga tersangka kasus du-

gaan korupsi pengadaan barang tanggap

darurat bencana pandemi Covid-19 di Di-

nas Sosial Kabupaten Bandung Barat

Tahun 2020. Tiga tersangka itu adalah

Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Um-

bara Sutisna (AUM), Andri Wibawa (AW)

dari pihak swasta/anak Aa Umbara dan

pemilik PT Jagat Dir Gantara (JDG) dan

CV Sentral Sayuran Garden City Lem-

bang (SSGCL) M Totoh Gunawan (MTG).

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegah-

an Ipi Maryati Kuding mengatakan, tim

penyidik memaksimalkan masa penahan-

an tersangka AUM dan kawan-kawan de-

ngan kembali melakukan penahanan ter-

hadap masing-masing tersangka untuk 30

hari ke depan. "Hal ini berdasarkan pene-

tapan penahanan kedua dari Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN

Jakarta Pusat," jelasnya di Jakarta, Ju-

mat (9/7).

Ipi mengungkapkan, perpanjangan pe-

nahanan untuk tersangka Aa Umbara

dan Andri terhitung mulai 8 Juli 2021

sampai 6 Agustus 2021 di Rutan KPK pa-

da Gedung Merah Putih. Sedangkan per-

panjangan penahanan bagi tersangka M

Totoh terhitung mulai 30 Juni 2021 sam-

pai dengan 29 Juli 2021 di Rutan KPK

Cabang Pomdam Jaya Guntur.  Ipi menu-

turkan, sampai saat ini proses pember-

kasan perkara tiga tersangka itu masih

dan akan terus dirampungkan dengan

memanggil saksi-saksi. Hal yang juga di-

lakukan untuk hal itu adalah menyita

berbagai barang bukti terkait lainnya.

Sebelumnya KPK telah mengumumkan

tiga orang itu sebagai tersangka pada 1

April 2021. Dalam konstruksi perkara di-

sebut pada Maret 2020 karena adanya

pandemi, Pemkab Bandung Barat meng-

anggarkan sejumlah dana untuk penang-

gulangan pandemi Covid-19 dengan mela-

kukan refocusing anggaran APBD Tahun

2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dengan menggunakan bendera CV Ja-

yakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV

Satria Jakatamilung (SJ), Andri menda-

patkan paket pekerjaan dengan total seni-

lai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket

bahan pangan Bantuan Sosial Jaring

Pengaman Sosial (Bansos JPS). Sedang-

kan M Totoh dengan menggunakan PT

JDG dan CV SSGCL mendapakan paket

pekerjaan senilai Rp 15,8 miliar.      (Ful)-f

KR-Antara/Maulana Surya

SALAT JUMAT DITIADAKAN: Warga melintas di depan papan pemberitahuan ditiadakannya sementara

Salat Jumat di Masjid Agung Solo, Jawa Tengah, Jumat (9/7). Penyelenggaraan ibadah Salat Jumat diti-

adakan sementara di sejumlah masjid di Kota Solo untuk menegakkan aturan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat guna mengantisipasi penyebaran Covid-19. 

JAKARTA (KR) - Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto mengatakan, secara nasional perkembangan
kasus Covid-19 masih menunjukkan eskalasi peningkat-
an kasus. Eskalasi juga terjadi di luar Pulau Jawa dan
Bali. Pemerintah mengambil sejumlah langkah antisi-
patif agar jangan sampai terjadi kondisi yang semakin
tidak kondusif. 

KR-Istimewa

Peragaan cara penanganan pasien di shelter

Warungboto oleh IDI DIY.


